SALINAN

WALIKOTA SURABAYA

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 47 TAHUN 2007

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN

PERATURAN SAERAH KOTA SURABAYA NOMGCR & TAHUN 20086
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Menimbang

Mengingat

- 1.

WALIKOTA SURABAYA,

: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuanr Pasal 8

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor & Tahun 2006
tentang Bantuan Keuungan kepada Partai Politik, telah
ditetapkan Paraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Teahun
2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daarah Keta
Surabaya Nomer 6 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan
kepada Partai Poliitk sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2006;

bahwa dalam rangka sinkronisas| beberapa ketentuan dalam
Pearaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005
tantang Pedoman Fengajuan, Penyerahan dan Laporan
Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partal Politik
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nemar 259 Tahun 2008 dengan Pergturan Menterl
Dalam MNegeri Nomor 13 Tabun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Walikota
Surabaya Nomor 63 Tahun 2008 tentang Petunjuk
Pelaksapaan Peraturan Daerah Kota Surabaya WNomor &
Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Pantai Politik
sebagaimeznn telah diubah dengan Peraturan Waiikota
Surabaya Nomor €5 Tanun 2008, perlu ditinjau Kembali;

bahwe berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf & daa hurdf b serta dalam rangka tertib
administrasi pengslclaan keuangan daerah saehubungan
dengan pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik,
perlu msnetapkan Peraturan Walikota tentang Patunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6
Tahur, 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Paral Politik
Kota Surabaya.

Undang-Undang Nomeor 16 Tahun 1950 tentang Perbentukan
Daerah Kota Beser dalam Lingkungan Propins! Jawa
Timw/Jawa Tengah! Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undeng Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965
Numeor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
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1

12.
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. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partal Politik

{bembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138 Tambahan
Lembaran MNegara Nomor 4251);

iUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan
Umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Parwakilan Rakyat Daarah
(Lembaran MNegara Tahun 2003 Nomor 37 Tambahan
Lambaran Megara Nomor 4287,

Undang-Jndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
MNegara {(Lembaran MNegara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4287);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan
Lambaran Megara Nomor 4355);

Undang-Undang Nemor 10 Tahun 2004 tantang Pemtentukan
Peraturan Petundang-undangan (Lembaran WNegara Tahun
2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

. Yndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (l.ambaran Nogara Tahun 2004 Nomar 125 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomaor 108 Tambahan Lembaran Nagara
Nomor 4548},

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partal Folitik (Lombaran Negara Tahun
2005 Nomor 62 Tambahan Lambaran Negara Nomaor 4313});

Peraturan Pemarintah Nomor 358 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Tahun
2005 Nomer 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578},

Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005
tantang Pedoman Fengajuan, Penyerahan dan Laporan
Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Polltk
sebagaimana telah diuhah dengan Peraturan Menteri Daiam
Negeri Merror 25 Tehun 2006:

.Peraturan Menteri Dalam Neger. Nomor 13 Tahun 2008

tentany Pedoman Pengalolaan Keuangan Daerah;

Peratuyran Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005
tantang Orpanisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya
{Lembaran Dasrah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 4/D);

Peraturan Dasrah Kola Surabaya Nomor € Tahun 2008
tentang Bantwan Kerangan Kepada Parlai Politk (Lembaran
Daerax Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomeor B);



Menetapkan

14 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 71 Tahun 2005 tentang
Peniabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan
Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya;

15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 5 Tahun 2306 tentang
Pen;abaran Tugas dan Fungsi Badan Pengelclaan Keuangan
Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKQOTA TENTANG PETUNJUK
PELAKSAMAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR & TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota inl yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Kepalz Daerah adaiah Wallkota Surabaya.

3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Periindungan
Masyarakat adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Perfincungan Masyarakat Kota Surabaye.

4. Kepala Badan Pengelclaan Keuangan adalah Kepala Badan
Pangelolaan Keuangan Kota Surabaya.

5. Tim penelitian dan pemeriksaan adatah Tim Pensgliian dan
Pameriksaan  Persyaratan  Administrasi  Pangajuan,
Penyarahan dan Peanggunaan Bantuan Keuangan Kepada
FPartaj Politik yang dibentuk dengan Keputusan Xepala
Daerabh.

6. Partal Politik adaiah Organisasi Politik yang dibentuk oleh
sakalompok warga negara Republik indonesia sacara
sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita
untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat,
bangsa dan nepgara inelaiui Pemilihan Umum.

7. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang
diberikan cleh Pemarintah Daerah kepada Partal Politik
yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
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BAB i

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

)

{2)

(3)

PARTA! POLITIK
Pasal 2

Pengajuan bantuan keuangan Partal Politk Jdisampaikan
secara tertulis oleh Dewan Pimplnan Cabang Fartal Politik
Tingkat Daserah atau sebutan lainnya yang sah kepada
Kepata Daerah.

Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditandatanganl cleh Ketua dan Sekretarls
atau sebutan lainnya yang sah dengan menggunakan Kop
Surat Partai Politik dan Cap Stempel dongan melampirkan
persyaratan sebegai berikut :

a. Surat Keputusan Dewan Plmplnan Pusat Partai Politlk
yang menelipkan susunan Kepengurusan Dewan
Pirapinan Cabang Partai Politik di Kota Surabaya yang
dilegalisir olah Kelua Umum dan Sekreiarls Jenderal
Dewan Pimpinan Pusat Pertal Politk atau sebutan
lainnya dibuat dalam rangkap 2 {dua),

b. Foto copy Surat Keterangan Nomor Pokok Walib Pajak
vang dliegalisir Pejabat yaing barwenang dibuat dalam
rangkap 2 {dua),

¢. Surat keterangan autentikasl hasll penetapan perclehan
kursi nartai poiitik di Dewan Perwakllan Rakyat Daerah
yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisl Pemilihan
Umum Daerah dibuat dalam rangkap 2 (dua);

d. Surat pernyataan partai politk yang menyatakan
bersedla oituntut sasual peraturan  perundang-
undangan apabila memberikan keterangan yang tdak
benar yang Jitandatangani Ketua dan Sekretaris Dewan
Pirapinan Cabang atau sebutan lainnya diatas meteral
dengan menggunakan kop surat partal politik dibuat
dalam rangkap 2 (dua);

@. Leporan penggunaan Bantuan Keuangan Tahun
sabelumnya yang telah diaudlt cleh Badan Peamerlksa
Keuangan,

f. Surat kewerangan bank yang menyatakan memlilki
nomas rekening bank atas nama Dewan Pimgplnan
Cabang Partat Politik; dan

g. Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam
bentuk kwitansi ditandatangani dl atas materal oleh
Ketua dan Bendahara Dewan Pimpinan Cabang Partal
Politlkk dengan menggunakan kop surat dan cap
stempel Partai Politik.

Surat pengajuan sebagalmana dimaksud pada ayat (1)
tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Perfindungan Masyarakat dan Ketua
Komlsl Pamilihan Umum Kota Surabaya.



BAB I
PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN

KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTA! POLITIK

(1)

(2)

(3)

(4}

Pasal 3

Menindaklianjuti pengaluan bantuan keuangan Panrai Politlk
sebagaimana dimaksud dalum Pasal 2 ayat (1}, Kepala
Daerah memenntahkan kepada Ketua Tim Pepslitian dan
Peamariksaan untuk mejakukan penelitian dan pemariksaan
persyaratan administrasi pengajuan, penyerahan dan
panggunaan bantuan Ykeuangan kepada partal palitik
sesuai dangan ketentuan yang barlaku.

Hasil penelitian dan pemeriksaan kalengkapan administrasi
pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan
keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)}, dituangkan dalam Baerita Acara.

Tim penelitian dan pemeriksaan séebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan HKesatuan
Bangsa dan Perdindungan Masyarakat yang
pambentukannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Daarah.

Bentuk Berita Acara Panelitian dan Pemeriksaan dimaksud
pada ayal (2) sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran |
Paraturan Walikota ini.

BAE IV
PERSETUJUAN KEPALA DAERAH

Pasal 4

{(1YKetua 7im Penclitian dan Pemeriksaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), berkewsjlban
memberikan laporan secara tertulis yang dilampiri dengan
Berila Acarz sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2). hepada Kepala Daarah setelah selesal melaksanakan
tugasnya.

{2) Apabila berdasarkan laporan dan Berita Acara

snbagaimana d.maksud pada (1), pengajuan bantuan
keuungan Partai Politk sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat {1) telah memenuhl persyaratan sesual
dengan ketentuan yang berlaku, Kepala Daerah
memberikan parsetujuan atas pemberian bantuan
keuzngan dimakyud dan selanjutnya disampaikan kepada
Kupala 8adan Pangelclaan Kauangan untuk diproses lebih
lanjut sesuai dangan ketentuan yang berlaku.



BAB V

PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

{1

(2)

3

Pasa' &

Penyerahan bantuan keuangen Kkepada Partal Politlk
diiakukan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Periindungan Masyarakat atas nama Kepala Daerah
kepada Xetua dan Bendahara Dewan Pimpinan Cabang
Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah dengan Berita
Acara Sarah Terima.

Berita Acara serah terima sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditandutangan| oleh Kepala Badan Kesatuan
Bangsa dan Perlindungan Masyarakat atas nama Kepale
Daerrh sebagai Pihak Pertama dan Kelua serta
Bendahara Dewan Pimpinan Cabang Parial Politik atau
sebutan |alnnya yang sah sebagal Pihak Kedua dibuat
dalam rangkap 4 (empat).

Bantuk Berita Acara serah terima dimaksud pada ayat (1)
sebagaimana dinyatakan dafam Lampiran il Peraturan
Walikota ini.

BAB Vi

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

(1)

2)

(3)

(4

Fasal 6

Laperan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai
Politk disampaikan oleh Pimpinan Partai Polltlk Kota
Surabaya kepada Kepala Daerah melalui Kepala Badan
Kasatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat paling
lambat 4 {(empaf) bulan setelah berakhimya Tahun
Anggaran.

Laporan penggunaan bantuan keuangan sebagalmana
dimaksud pada ayat (1) sctelah diaudit cleh Badan
Pemeriksa Keuangan.

Laporan penggunaan bantuan Keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Subemur Jawe
Timur aan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya.

Bentuk iaporan penggunaan bantuan keuwangan dimaksud
pada ayat {1) sebagaimana dinyatakan dalam Lamplran 1l
Peraturan Walikota ini.



BAB VI
KETENTUAN PENUTLIP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulal berlakuy, maka :

a. Paeraturan Walikota Surabaya MNomor 80 Tahun 2006
tenting Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Surabaya Nomor & Tahun 2008 tantang Bantuan Keuangan
kepada Partai Poliiik (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun
2006 Normor 60);

b. Peraluran Walikota Surabaya Nomor 85 Tahun 2008
tentang Perubahan Atas Peraturan Wallkota Surabaya
Nomeor B0 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pearaturan Daeruh Keta Surabaya Nomor 8 Tahun 2008
tentang Bantuan Xeuangan kepada Partal Politk (Berita
Dawrah Kota Surabava Tahun 2008 Nomor 65);

dicabut dan dinyatakan tidak beraku.

Pasalf

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diunclangkan.

Agar  setiup orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota inl dengan pensmpatannya
dalam Bevita Daerah kota Surabaya.

Ditetapkan dl Surabaya
pada tanggal 24 Septembar 2007

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI| HARTONO

Dilundangkan di ............



Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 24 September 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,
ttd
SUKAMTO HADI
BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2007 NOMOR 47
Salinan sesuai dengan ashknya

a.n SEKRETARIS DAERAH

Agisten Bidang Administrasi Pemerintahan
e u. b

B, 010 251 424



LAMPIRAN | PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 47 TAHUN 2007
TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2007

BERITA ACARA
PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
FENGAJUJAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KOTA SURABAYA
PESERTA PEMILU TAHUN 2004

Pada hari ini ............... tanggal ...... bulan ...l tahun

. Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan,

Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang

dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya NMomor ......, Tahun ...........

tanggal ................ telah melaksanakan penelitian dan pemeriksaan persyaratan

administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun ............vang diajukan oleh
OPC Partai................

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi
Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai
Politik, Tim menyatakan bahwa Partai Politik .................... telah memenuhi
parsyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah yang
didasarkan pada hasil perolehan kursi pada pemilihan umum Tahun 2004
sebanyak ........... XRp. c.........=2Rp. ...........

Demikian Berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan ini dibuat uniuk
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, ...

TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRAS!
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KOTA SURABAYA,

d o e ——— e Ketua PO
B e r e Erre b o aa e e an e et e Sekretaris  (...ooninnnnnlld)
F e e Anggota . 3
4. Dan setarusnya, Anggotn
Salinan sesuai dengan aslinya WALIKCTA SURABAYA,

a.n SEKRETARIS DAERAH d

BAMBANG DWI HARTONO

NIP. 010 251 424



LAMPIRAN H! PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 47 TAHUN 2007
TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2007

— A S— — e—

KOP SURAT PARTAI POLITIK

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIX
TAHUN ANGGARAN . .. .. ......
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Calinan sesvai dengan aslinya
an SEKRETARIS DAERAH
Asisten Biriga dmlmstraSI Pamaerintahan

“ WALIKOTA SURABAYA,

ttd
BAMBANG DWI| HARTONO

5 mgkat |
0251 424



